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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 52 TAHUN 2 0 1 0  

TENTANG 

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA 
TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pengelola Teknologi lnformasi Kependudukan telah ditetapkan tugas 
dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan; 

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, diperlukan pegawai dengan jumlah dan persyaratan 

berdasarkan formasi jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Formasi Jabatan fungsional Umum pada Unit Pengelola Teknologi 
Informasi Kependudukan. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 



Menetapkan 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8. Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

9. Peraturan Gubemur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi lnforrnasi 
Kependudukan; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 
UMUM PADA UNIT PENGELOLA TEKNOI..OGI INFORMASI KEPENDUDUKAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

6. Kepala Sadan Kepegawalan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 
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9. Unit Pengelola Teknologi lnformasi Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat UPTIK adalah Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

10. Formasi Jabatan Fungsional Umum adalah Jumlah dan susunan 
Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) menurut jenis yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang 
bersangkutan secara efektif dan efisien. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Formasi Jabatan Fungsional Umum dimaksudkan untuk memberikan 
informasi Jabatan Fungsional Umum pada UPTIK. 

(2) Formasi Jabatan Fungsional Umum bertujuan untuk memberikan 
pedoman dalam penataan kebutuhan pegawai pada UPTIK. 

BAB Ill 

NAMA JABATAN DAN PERALATAN KERJA 

Pasal 3 

(1) Nama Jabatan Fungsional Umum pada UPTIK sebagai berikut. 

a. Subbagian Tata Usaha terdiri dari : 

1 .  Pengadministrasian Umum; 
2. Pengurus Barang 
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
4. Pengirim Surat; 
5. Pengemudi; 

b. Seksi Pengelola Aplikasi dan Software terdiri dari: 

1 .  Pengadministrasian Pengelola Aplikasi dan Software; 
2. Pengelola Sistem lnformasi; 
3. Pengelola Slstem Perangkat Lunak; 
4. Pengelola Basis Data; 
5. Pengelola Telematika; 

c. Seksi Pengelola Hardware terdiri dari : 

1 .  Pengadministrasian Pengelola Hardware; 
2. Pengoperasian Perangkat Keras; 
3. Pengelola Jaringan. 
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(2) Peralatan kerja yang dibutuhkan pada Unit Pengelola Teknologi 
lnformasi Kependudukan disesuaikan dengan peralatan kerja teknis 
pada masing-masing bidang kegiatan. 

(3) Kegiatan pokok, persyaratan pendidikan dan peralatan kerja, serta 
jumlah pegawai pada Jabatan Fungsional Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampi ran Peraturan 
Gubemur ini. 

BABIV 

PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
DAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA 

Bagian Kesatu 

Pengisian Formasi Jabatan Fungslonal Umum 

Pasal4 

(1) Pengisian Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi 
dengan mempertimbangkan pendayagunaan pegawai yang tersedia 
pada UPTIK. 

(2) Kekurangan dar/atau kelebihan pegawai UPTIK dilaporkan kepada 
Gubernur melalui BKD dilengkapi dengan data kepegawaian yang 
bersangkutan. 

(3) Pegawai yang saat lni belum memenuhi persyaratan pendidikan dapat 
tetap didayagunakan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 

Bagian Kedua 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Pasal 5 

(1) Kelengkapan peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip 
efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan peralatan kerja 
yang tersedia. 

(2) Kelengkapan peralatan kerja yang telah ada tetap dlpergunakan 
sesuai dengan fungsi masing-masing peralatan. 

(3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja dilaporkan kepada 
Guberriur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
dan Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan 
perencanaan kebutuhan peralatan kerja umum. 
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal6 

Ketentuan mengenal peralatan kerja teknis di luar peralatan kerja umum 
yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini diatur tersendiri dengan 
Peraturan Gubemur. 

BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Maret 2 0 1 0  

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUK TA JAKARTA, 

e\NO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10  M a r e t  2 0 1 0  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

MUHAYAT 
NIP 050012362 

SERITA DAERAH PROVINS! OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2 0 1 0  NOMOR 58 
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